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Complexity
Multiple key 
decicion
factors

Uncertainty
Unclear about 
the present

Ambiguity
Lack on clarity
About meaning
Of en event
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Adaptasi
kebiasaan baru

Bonus Demografi

Revolusi Industri 4.0

Paradigma Human 
Capital Management

Volatility
Rate of change











STRATEGI YG 
PERLU DILAKUKAN

Strategic Learning: merubah paradigma training 
and development menjadi learning and development

Method: Pengembangan kompetensi dalam
strategi ini adalah dilakukan secara holistic
dan integrative (CORPU)

Ambience: Pengembangan kompetensi dilaksanakan
dalam suasana yang ramah dan menyenangkan, 
hospitality

Role Model:Untuk memastikan bahwa

organisasi dapat berjalan dengan dinamis, maka
harus mempunyai nilai-nilai tertentu yang dapat
menjadi teladan

Technique: Pengembangan kapasitas dengan
Teknik pengembangan kompetensi yang handal dan
focus kepada pengembangan kompetensi ASN 
dan Uji kompetensi



RUANG BELAJAR
ZAMAN NOW/

BLENDED LEARNING

TATAP MUKA

(Live Synchronous learning)
Ceramah, diskusi, praktek

dll

TATAP MAYA

(Virtual Synchronous learning)
Conference : Zoom, webex dll
Audio: Podcast dll
Web : Live : FB, Youtube, IG dll

KOLABORATIF

(Collaborative asynchronous learning)
Forum diskusi dlm platform e learning

PERSONAL MANDIRI
(Self directed asynchronous learning)
Video, simulasi, slide presentasi, ppt,
E-book dll



Melaksanakan Kebijakan Desentralisasi

Mengidentifikasi Hubungan pemerintah Pusat dan Daerah

Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Menyusun Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Daerah

Memfasilitasi Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD

Menimplementasikan Etika Pemerintahan
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Kemampuan
Kompetensi 
Pem-an Yang 
Diharapkan



UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 233

11

(1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) 
yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan
kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai
aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus
memenuhi kompetensi pemerintahan.

(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan
dengan Menteri.

(4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas.



UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Pasal 69

12

(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. 

(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. 

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 



KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan

Pengawas pada Perangkat Daerah harus memenuhi

persyaratan kompetensi:

A. Teknis;

B. Manajerial;  

C. Sosial Kultural; &

D. PEMERINTAHAN.



PENJELASAN

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan

teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan

sertifikasi..

Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau

manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki

wawasan kebangsaan.

Kompetensi Pemerintahan diukur dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang 

terkait dengan substansi penyelenggaraan pemerintahan meliputi: 

(1) Kebijakan Desentralisasi; (2) Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah; (3) 

Pemerintahan Umum; (4) Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Daerah; (6) Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan (7) 

Etika Pemerintahan



RUANG LINGKUP KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Standar kompetensi pemerintahan meliputi pengetahuan, sikap, dan

keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dalam negeri.

Pengetahuan, sikap, dan keterampilan, berkaitan

dgn: 

a. Kebijakan Desentralisasi;

b. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;

c. Pemerintahan umum;

d. Pengelolaan keuangan Daerah;

e. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah; 

f. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD; 

g. Etika pemerintahan

1. Standar kompetensi kebijakan Desentralisasi;

2. Standar kompetensi hubungan Pemerintah

Pusat dengan Daerah;

3. Standar kompetensi pemerintahan umum;

4. Standar kompetensi pengelolaan keuangan

Daerah;

5. Standar kompetensi Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah; 

6. Standar kompetensi hubungan Pemerintah

Daerah dengan DPRD; dan

7. Standar kompetensi etika pemerintahan



KOMPETENSI PEMERINTAHAN

Pengakuan atas kemampuan dalam bidang pemerintahan bagi Pegawai ASN

yang menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sertifikasi kompetensi

pemerintahan.

Sertifikasi kompetensi pemerintahan

dilaksanakan berdasarkan Standar

Kompetensi pemerintahan.

Sertifikasi kompetensi

Pemerintahan diberikan dalam

bentuk Sertifikat Kompetensi

Pemerintahan.

Sertifikat Kompetensi Pemerintahan menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki

jabatan pada perangkat daerah dan pengembangan karier pegawai ASN di daerah..



Fungsi Kunci
Fungsi
Utama

Fungsi Dasar (menjadi Judul bahan Analisis Kebutuhan Pengemb 
Kompetensi)

Keterangan

Pemerintahan
umum

Pelaksanaa
n wawasan
kebangasa
an, 
ketahanan
nasional
berbasis
empat pilar

1.Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan
Nasional
2. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional

3. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional Mengelola Keberagaman 
Masyarakat (PT)

4. Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional Mengidentifikasi Pemangku
Kepentingan (A)

5. Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik

Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional Melakukan Identifikasi 
Ancaman Ketahanan 
Nasional (P)

Pembinaan
persatuan
dan
kesatuan
bangsa
dengan
demokrasi

6. Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya
Lokal
7. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal

8. Menganalisis  Informasi  Budaya Lokal  

9. Melakukan Kajian Budaya Lokal

10. Menyajikan Informasi Budaya Lokal

Pembinaan
kerukunan
Suku
Agama, Ras
antar
Golongan

11. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama  Ras
Antar Golongan
12. Mengelola Keberagaman Masyarakat

13. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama  Ras Antar Golongan

14. Mengkaji Perubahan Sosial

15.Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman

Contoh PEMETAAN FUNGSI KOMPETENSI PEMERINTAHAN (2) (16)

Noted: 15 fungsi dasar tsb diatas, dapat diambil dan  dijadikan contoh AKPK di core pem-an Pemerintahan Umum









Fitur yg mendukung metode belajar Self Directed Asynchronous Learning/Belajar Mandiri



Fitur yg mendukung metode belajar Collaborative Asynchronous Learning



Fitur yg mendukung metode belajar Virtual synchronous Learning
























